
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

Menimbang 

Merigingat 

.J\IOMOR ~ TAHUN 

TENTANG 

RETIUBUSI T ANDA DAFf AR PERUSAHAAN 

Df;,NGAN RAIDvf.A T TURAN YANG MAHA ESA 

BUPA 11 KARANGANY AR, 

a. bahwa dalam rangka menunjang polaksanaan pembangunan 
daerah, perlu adanya usaha-usaha peningkatan pendapatan 
daerah; 

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur clan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

1. Undang-uncfang Nomor 13 Tahlm 1950 tentang Pembentukan 
Dacrah-daerah Kabupaten Dalam Lingku11gan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang- undang Nomor 3 Talrnn 1982 tentang Wajib D.lftar 
Pernsahaan ( Lembaran N~gera Republik fadonesi~ Tahun 1982 
Nornor 7, Tambahan Lembarnn Negera Republik Indonesia 
Nomor 3214); 

3. U.ncfang-undang Nomor 1 Tahw1 1995 tentang Perseroan 
Terbatas Daerah (Lembaran N~gara Republik Indonesfa Tahw1 
1995 Nomor 13 Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3587); 

4. Undrutg-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Repi; tblik 
Indnnesia Nomor 3685) sebagaimana' telah diubah de1ngan 
Unclang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (LembJran Negara 
Republik Indonesia T,1hun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik ht<lonesia Nomor 4048); 

5. Un<lang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 . 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3839); -· ~ 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tent.mg Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambnhan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 

7. Ptraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tenta.'lg Retribusi 
DJerah (Lembaran N~gara Rcpublik Indone&ia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara R<,-publik Indonesia 
Nomor 4139); 
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8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tr.sntang Teknik 
· • Pe°ny~unan Peratw·an Perur1dij_flg-undangan dan Bentuk 

Rancangan Undang-undang, Ranc~mgan Peraturan Pemerintah 
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara 
Repuolik Indon~sia Trurnn 1999 Nomor 70); . 

'J. KcputuBar1 Menteri Dalam Negori Nomor 174 Tahun 1997 
tenwng Pedoman Tata Cara Pernungutan Retribusi Daerah; 

10. Keputusan Menteri . Dalwn Neg~ri Nomor 175 Tahun 1997 
ten tung Tata Cara Pemeriksann di Bi dang Retribusi Daernh; 

11. Peraturan Daerah Kabupaton Da.erah Tingkat II Karanganyar 
Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negtiri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Da.erah • Tingkat II 
Knranganyar ( Lembaran Daerah K1:1bupaten Daerah TingkFA II 
Karanganyar Tahun 1991 Nomor 49 ). 

• Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPA TEN K.i\RANGANYA.R 

l\fEMUI'USY.AN: 

Menetapkan PERATURAN DA.ERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
TENT .ANG RETRIBUSI TANDA DA.t'"TAR PERUSAHAAN. 

BABI 

KETENfUAN UMUM 

Dalarri Peraturan Daernh ini, yang dimaksud dengan : 

a Da.ernh adalah Kahupaten Karanganyar, 

b. Pemerintuh Daeroh adalah Bupati beserta perangkat dac:rw1 
otonorn yang la.in sebagai Badan EksekntifDaernh; 

c. Bupati adalah Bupati Karanganyar; 

d. Pejabat adalah Pcgawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
perprjalmn duernh dan/atau retribusi c!aernh, sesuru denga..u 
peraruran perundang-undangan yung berlaku; 

e. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan - ~ 
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan 
usaha Milik Negara atau Daernh dengan nama dan bentuk 
apapun, Persekutuan, Perkumpulnn. Pinna. KongsA, Yayasa n 
atruJ Organisasi yang sejerus, Lembaga Dana Pensiun, Bentui'.< 
Usaha Te tap serta bentuk Badan Usaha lainnya; i 

f Penisru1arui adalah setiap bentuk usaha yang me{ljalai,kBn setiap 
jenifl usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang 
didirikan, bekerja sEJrta berkedudukau dalam wilayah 
Kabupaten Karanganyar untu.k tujuan memperoleh keuntungan 
clan atau laba; 



g. Daftar perus~llM il,d!tlah daftar catatan resmi yang diaclakan menurut atau 
berdasarkan ketentuan Undang-undang Wajib Daflar Perusahaan clan peraturan 
pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib di<laftarkan oleh setiap 
perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang~ 

lL Tancla Da.ftar Perusahaan ya,ig se1anjutnya disingkat TDP aciBJah tanda daftar 
yang diberikan kepada perusahaan yang telah disyahkan pendaft&nmnya dalam 
Da.ftar Perusahann; 

1. Perubahan TDP a.dalah kegiatan dalam perusahaan yang dapat meng.a\cibatkan 
tcrjadinya perubalian yang melii:iuti perubahllil pengalihan kepemilikan atau 
kepengurusan perusahaan, nama perusahaan, bentuk dan status perusahaan, 
alranat perusaJiaan, kegiatan usaha pokok dan perubahan ~<ta pendirian atau 
anggaran dasar khrnms untulc Perseroan Terbatas; · 

J. Penggantian TDP adalah kegiatan penerbitan TDP ham sebagai pengganti 1DP 
yang telah diterbitkan karena hilang dmi at.J.u nu;ak; 

k Pendaftaran utang TDP adalah kegiatan pendaftaran ulang TDP yang telah 
berakhir masa berlakunya untuk memperoleh TDP bam; 

l. Pembaharuan TDP adalah kegiatan penerbitan TDP barn sebagni penyesuaian 
dengan Perahrtan Daernh ini, uutuk menggantikan TDP yang telah diterbitkan 
sebelum diberlakuka.n Peraturan Daerah ini; 

m. Penghapusan TDP adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan yang dapat 
mengakibatkau terjadinya penghapusan TDP yang meliputi pombubaran 
perusahaan, p,;rusahaan menghentikan segala. kegiatan usahany~ pernsahaa.n 
berhenti akibnt akata pendirianya kedalawarrsa atau berakhir, perusahaa.n 
menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan keputusan pengadilru: yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

n. P-;imbubaran Pcrusaha,w adalah kegiatan khusus perusahrum berbentuk Perseroan 
Terbutus dalum hul terjadi penghapusan dari dnftnr perusahaan dilanjutkan 
dengan proses pcmbubaran pemsahuan 

o. Pengav.as pendaftor pe111sahaa11 udaloh pegawai yang cliturtiuk oleh Kepala Dinllil 
untuk melakulmn pengawasan terhadap setiap p€1rusahaan sesuru dengan 
peraturan perundarig-unclangai,1 yang berlaku. 

p. Kllil Daerah o<lalah Kas Daeruh Kabupnten Knranganyur~ 

q. Wajib retribusi adalah orang pribadi at~UJ badan yarig meuurut perntur,an 
penmdang-unclangan retribusi diwitiibknn untuk melP.lrnkan pemlfo.yarnn retribusi, 
tennrumk pemungut atau pemotong retribusi; 

r. Mrum retribusi ad,Jah sun.tu Jangka waktu tertentu yang mernpakan batas waUfo 
bagi wajib retribusi untuk melaksanu.kan pembayaran ret:ribusi; ; 

s. Surat Pemberitahuan R<Jtribusi Daerah yang selanjutnya disingknt SPTRD adalRh 
sw111 yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melapork,m Perhitungan dan 
Pembayaran Retribusi; 

t Surat Kotetapun Retribusi Daerah yang selanjutnya c!ii:iingkat SKRD, adalah surat 
ketetapan retribusi yang menentukan besamya pokok rctribusi:. 

u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yung selanjutnya dif.lingkat STRD ndalah surat 
untuk melakukan Tagihan Retribusi <lan atau sanksi a.dministrasi berupa hunga 
dan atau denda; 



v. Retribusi ada!ah pemuayarnn atas pemberian ijin U8aha atau jw.a kepada orang 
atau badan dafam' melaltukan kegiatan perusaha:m; 

w. TarifRetr~busi adalah pehetapan besarnya biaya retribusi perijinan tertentu; 

x. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu da\am rangka 
pemberian. ijin kepada orang pribadi atau badan y&.ng dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kflgiatan, 
P"'manfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, bnrang, praRarnna, sarnna 
ntau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan. 

BAB II 

TANDA DAFf AR PERUSAHAAN 

(1) Setiap orang pribadi ntau badan yang mempunyai pemsahann termusuk 
perusahaan asing yang berkedudukan dan mer.!ialankan usalmnya di Daerah, 
wajib mendapatkan TDP dari Bupati. 

(2) Tata cara dan persyaratnn mendapatkan TDP sebagairnana dimaksud ayat (1) 
Pruml ini dintur lebih lanjut oleh Bupati . 

Pasal 3 

(1) Bentuk perusabaan sebagaimana dimakst1.d Pa-sal 2 ayat (1) PeratllI1lil Daerah iui 
rneliputi : 

a badan hukum, tcrma.suk di dalarnnya koperasi; 
b. persekutuan; 
c. perorangan; 
d. perusahaan lainnya di luar sebagaimana dimaksud dalcm huruf a sampai 

clengan huruf c aynt ini yang melnkukm1 kegiatan nsaha. dengan tujuan 
memperoleh keuntungan dan atau laba 

(2) Status pcrusahaan sebagrurnana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Pcraturan Duerah ini 
meliputi : 

a kantor tunggal; 
b. kantor pusat atau induk; 
c. kantor cabang perusahaan; 
d. kantor µemlmntu pen1E:ahaan; 
e. anak perusahaan; 
f kantor agen; 
g. kuntor perwakilan perusahaan. 

(3) Lapan3an usaha perusahaan sebagaimuna dimaksud Pasal 2 ayru: (1) Peraturan 
Daerah ini meliputi : · 

a. usaha pe11artian~ 
b. usaha pe1tambangan dan penggalian; 
c. usaha industri pengolahan; 



d. usaha listrik, gas dan nir, 
e. usaha kons-lrukiii~- • 
f. usuha perdagiµigan besar, eceran, rumah makan, d.a,1,iasa ill<Omodasi; 
g. US?.ha angkutan, perdagangan dan komonikasi; 
h. usaha lembaga keuangan; 
1. usaha real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan 

sooial d':lll perorangan. 

Pasul 4 

Pengecualian dari kewajiban mendaftarkan perusahaau dalam Daftar Perusnhaan 
untuk memperoleh TDP adalah : 

a setiap perusahaan negm-a yang berbentuk Perusahaan Javvatm1; 
b. perusahaan kecil perornngM; 
c. usal1a ntau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta 

tujuannya tida.k semata-mata mencari keuntungan dan atau labn. 

Pasal 5 

(1) Pemegang 1DP da.pat mengajukan perub~an TDP bpada Bupati abru pejabat 
yahg ditunjuk. 

(2) TDP yang telah dimiliki, dinyatakan hilang dibuktikan dcngan mirat kehilangan 
d.ari pihak yang berwiyib hams mengajukan permobonan p~nggantian TDP · 
kepadaBupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(3) Dal am hal pembubaran perusahaan, menghentikan segala kegiatan usahanya, 
berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluwwsa atau berakhir dan Hdak 
diperpanjang, dihentikan segala usahanya berdasru-kan Putusan Pengadilau yang 
telah berkekuatan hukum tetap hams melaporkan secru-a tertnlis kepnda Bupati 
dan TDP dikembalikan selanjutnya dapat dihapus. 

BAB III 

NAMA, OBYEK DAN SUBYF...K 

Pasal 6 

Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Perusalman atau disingkat IDP dipungut 
retribusi untuk setiap pelayanan, penerbitan dan pengawasan IDP. 

Pasal 7 

Obyek retribusi meliputi TDP baru, pembahan, penggantian dan pendaftaran ulang. 

Pasal 8 

Subyek retribusi adahth orang pribadi atau baclan. 

'. 



BAB IV 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 9 

Retribusi sebagaimana di.maksud Pasal 7 Per.1turan Dat-'fah ini tennasuk retribusi 
perijinan tertentu. 

BABV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 10 

Tingkat pengguruanjasa retribusi didasarkan padajenls pelayanan dan bentuk usaha. · :, · 

BAB VI 

PRINSIP PENET AP AN STRUKTUR BESARNYA T ARil' 

Pasal 11 

Plinsip pen~tap:.m struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan wituk bfaya 
pclayanan, penerbitan dan pengawasan 'IDP. 

Pasal 12 

Struktur dan besamya tarif retribusi ditetapkan sebagai beri.kut : 

a. 1DPBaru: 

1. Pcrusahaan Perora.11gan 

2. CV 

. a) Umum 
b) Jasa Konstruksi 1: l i { 
r.) Jasa Konstruksi 2 ·- I-' ,. 
d) Jasa Konstruksi 3: )! -L 

3. Koperasi 

4. Finna 

5. PT 

a) Umuro 
/., }, 

b) Jasa Konstruksi 1 . ,, .. 
c) Jasa Konstruksi 2 r ·. i 

d) Jasa Konstruksi 3 · r 1 

6. Dentuk Usaha Lain 

a) Perusahaan Negara 
b) PT (Persero) 
c) Perusahaan Umum (Perum) 
d) Pe111sahaan Daerah (Perusda) 

Rp. 20.')00,00 

Rp. 150.000,00 
Rp. 500.()()1),00 
Rp. 350.000,00 
Rp. 250.000,00 

Rp. 10.000,00 

Rp. 50.000,00 

Rp. 500.000,00 
Rp . 1.000.000,00 
Rp. 750.000,00 
Rp. 500.000,00 

Rp. 1.000.000,00 
Rp. 7 50. 000, 00 .. 
Rp. 750.000,00 
Rp. 500.000,00 

-· .. 
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I 7. Setiap Kamor Cabang, Kantor Pcmbantu, Anak 

Pe~.ahaan., Agen <lan Perwakilan Perusahaan 
pada angka 1 1>ampai dengan angka 6 dlkcnakan 
tari.f seBuai dengan bentuk perusahaannya. 

8. Setiap Perusahaan Asing, Kantor Cabang, Kantor 
Pembantu, .A.nak Pcrusahaan, Agen d-111 

Perwakilan Perusa.haan Asing. 

b. Perubah.an TDP : 

1. Perusahaan Perorang3.I1 

2. CV 

a) Umwn 
b) Jas:.t Konstrnksi 1 
c) Jasa Konstruk3i 2 
d) Jas:s Konstruksi 3 

3. Koperasi 

4. Finna 

5. PT 

a) Umum 
b) Jasa Konstruksi 1 
c) Jasa Konstrnksi 2 
d) Jasa Konstruksi 3 

6. Bcntuk Us..ha Lain 

a) Pcrusa.haan N(;;gara 
b) PT (Persero) 
c) Perusahaau Umum (Perum) 
d) Perusahaan Daerah (P~rusda) 

7. Setiap Kantor Cab;mg, Kantor Pembantu, Anak 
Perus3haan, Agen dan Pcnvaki!an Perusahaan 
pada angkal, sampai denga.n angka 6 dikenakan 
tarif sesuai dengan bentuk perusahaannya. 

8. Setiap Perusahann Asmg, Kantor Caban~ Kantor 
Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan 
Perwaldlan Perusahaan A~ing. 

c. Penggantian TDP : 

1. Perusahaan Perorangan 

2. CV 

a) Urnum 
h) .Tasa Korn~tmksi I 
c) Jasa Konstruksi 2 
d) Jasa Konstrukai 3 

Rp. 2.000.000,00 

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

15.000,00 

25.000,00 
50.000,00 
35.000,00 
25.000,00 

5.000,00 

25.000,00 

Rp. 75.000,00 
Rp. 100.000,00 
Rp. 75.000,00 
Rp. 50.000,00 

Rp. 50.000.00 
Rp. 25.000,00 
Rp. ~5.000, 00 
Rp. 25.000,00 

Rp. 150.000,00 

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

15.000,00 

25.000,00 
50.000,00 
35.000,00 
25.000,0i.l 

' 
; 



3. Koperasi 

4. Finna 

5. PT 

a) Umwn 
b) J asa Konstruksi 1 
c) Jasa Konstruksi 2 
d) Jasa Kcmstruk&i 3 

6. Bentuk Usaha Lain 

a) Perusahaan Negara 
b) P1 (Persero) 
c) Perusahaan Umum (Perum) 
d) Perurahaan Daerah (Pemsda) 

7. Setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak 
Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan 
pada angkal sampai dengan angka 6 dikenakan 
tarif sesuai dengan bentuk pcrusahaannya. 

8. Setiap Pernsahaan Asing, Kantor Cabang, 
Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan 
PerwakUan. Perusahaan Asing. 

d. Perpanjangan TDP : 

1. Perusahaan Pernrangan 

2. CV 

a) Umum 
b) J asa Konstruksi 1 
c) Jasa Konstruksi 2 I'· l 

d) Jasa Konstruksi 3 

3. Koperasi 

4. Firma 

5. PT 

a) Umum 
b) J asa Konstruksi 1 
c) Jasa KonstrukRi 2 
d) J asa Konstruksi 3 } . . . 

6. Bentuk lfoaha Lain 

a) Perusahaan Negara 
b) PT (Persero) 
c) Perusahaan Umwn (Perum) 
d) Perusahaan Daerah (Perusda) 

7. Setiap Kantor Cc.f.bang, Kantor Pembantu, Anak 
Perusahaan, Ag~n clan Perwakila."1 Perusahaan 
pada angkal san1pai dengan angka 6 dikenakan 
tarif sesu.ai dengan bentuk pernsahaannya. 

Rp. 

Rp. 

S.000,00 

25.000,00 

Rp. 75.000,00 
Rp. 100.000,00 
Rp. 75.000,00 
Rp. 50.000,00 

Rp. 50.000,00 
Rp. 25.000,00 
Rp. 25.000,00 
Rp. 25.000,00 

Rp. 150.000,00 

Rp. 20.U00,00 

Rp. 150.000,00 
Rp. 500.000,00 
Rp. 350.000,00 
Rp. 250.000,00 

Rp. 

Rp. 

10.000,00 

50.000,00 

Rp. 500.000,00 
Rp. 1.000.000,00 
Rp. 750.000,00 
Rp. 500.000,00 

Rp. 1.000.000,00 
Rp. 750.000,00 
Rp. 750.000,00 
Rp. 500.000,00 . 



8. Setiap Perwah,.1an Asing, Kantor Cabang, 
Kantor Pernbmt.u, .Anak Perusahaan, Agen clan 
Petwakilan Pet usahaan A sing. 

BAB VII 

\VILA Y AH PEMUNGTifAN 

Pasal 13 

Retribusi Terutang dipungut di wilayah Dacrah 

BAB VITI 

Rp. 2.000.000,00 

?vfA~·LA. RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUf ANG 

Pasal 14 

(1) ?v1asa retribusi untuk 1DP adalahjangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun. 
,' 

(2) Saat retr1tmsi. terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang 
dipcrsamakan. 

BAB IX 

TAT A CARA PElVfUNGTJT AN 

Pasal 15 

(1) PemungutaJ1 relri.busi tiJak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunaakan SKRD atau Dokumen lain yang 
dipersamakan. · 

BABX 

TAT A CARA PE1',f8 A Y ARAN 

Pasal 16 

• (l) Bupati menetapkan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutan~ ~ 
paling lama 30 (tiga puluh) hari saat retribusi terutang. 

I . 
1 {2) ! Pemb~yaran retrib,1si dilak1.1kan di Kas Daerah atau ternpat lain yang ditunjuk 

· sesuai waklu yang <litcntukan <ltmgan menggunakan SKR)), SKRD Jabatan dan · 
·1SKRP Tamhahan at.au Dokumen lain yang dipcrsamakan. · 

,-(3) . Dal~m hal pembayaran dilakukan di ternpat lain yang ditur.:juk, maka hasil / 
pcne.rim.ian retribusi hams disetor ke Kas Daern.h selambat-lambatnya 1 x 24 jam / 
ata~ dalam waktu yang ditentubn oleh Bupati. ., 

Pamf :_j_ 



I I 
I' { 

(4) Apabila pembz.yara.7. retrib~i setelah lewat waktu yang ditenukan sebagamana 
dimaksud 11yat (1) Pasal ini, maka dikenakan sa~ksi adminhaatif berupa bunga 
sebesar 2 % (dua perscratus) dengan menerbitkan STRD. 

Pasal 17 

(1) Pembaya.ran rctribusi harus dil:ikuk.an secara tunai. 

(2) Tatacarn pcmbayarnn selrngilimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diLetapkan oleh 
Bupali. 

Pasal 18 

(1) Pembayarnn rdribusi sebag:-.ima.na dimaksud PJsal 28 ayat (1) Peratw·an Daerah 
ini diberikan Tanda Bukti PcI11bayaran. 

(2) Bentuk dan isi tanda Bukti Pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati. 

BABX1 

TA TA CARA PENAGII-IAN 

Pasal 19 

(1) Surat. Teguran atau Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan 
rct.riqusi Tt!rutang dikeluarkan 7 (tujuh) hari terhitung s~jak jatuh tempo 
pembayaran . . 

(2) Dalam jangkn waktu 7 (tuj11h) hari setelah tanggal surat tcgman atau peringatan, 
, wajih1retribusi harus melwmsi retribusi yang terutang. · · 

(3) · SU:fat l'cgurnn atau Pcringatan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) Pasal ini 
ditetapkan oleh Bupati. 

BAB )...'ll 

,PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 

Pasal 20 

(1) ,Bhpnti dapat memberikan pengurangan, kerine1anan dan pembebasan retribusi. 

(2) Tatacara pembe1i:m pengunmgan, keringamm dan pembebasan retrihusi 
sebpgr:im~a dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati. 



I 
BABXIll 

SANKS! ADMINIS'lRASI ' . . .. 

Pasal 21 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pa<la waklu yang ditct:apkan atau kurang 
membayar dikenakan sanksi administarasi herupa hunga sehesar 2 % (dua perseratus) 
per bulan dari retribusi terntang atau k-urang dibayar atau ditagih dengan 
menggnnakan STRD. 

BAB XIV 

KETENTUAN PIDANA 

(1) Wajih rettibusi yan£ tidak melaksanakan kewajiban seh.ingga merugikan 
keuangan Daerah diancam pidana k1mmgan paling lama 6 (enam) bulan dan atau 
denda paling l>anyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. 

(2) Tindal< pidana sebagaimana dimaksud ayat (11 pl8al ini udalah pelanggarnn. 

BAB XV 

PENYIDIKAN 

Pasal 23 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
diberi wewenang .sebagai penyidik untuk melakt.kan penyidilrnn tindak pidana di 
bidang retribusi. 

(2) Wev.·en.ang penyidi.k sebagaima.na dima~<.sud <lalam <lyat (1) Pasal ini adalah : 

a. mcncrirn:i, rn-:.ncar~ rrn.:ngumpulkan Jan meneliti keterangan atJ.u laporan 
berkenaan dengan tindak pidana di bid,;ng retribusi daerah agar keteran~an 
atau laporan tersebul menjadi lengkap da.njelas; 

h. meneliti, mencari dM mengumpulkan keterangan m~ngenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan 
tindak piclana cli hidang ret.tibusi daerah; · 

c. meminta keterangan dan barang bukti pada orang pribadi . atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang r~tnbusi daerah; 

d. mcm1.:riksa buku-buku, catatan-catatan dan dob1men. Jain bel'kena.an dengan 
tindak pidana <li bidang; retribusi dacrah; · · 

e. mclakukan penggelednhan untuk mendapatkan b.urang bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen lain serta melakukan pe11yit.a..u1 tclrhadap barnng 
bukti tcrsehut; · · 

f. mcminta bantuan tenaga a..>ili dalam rangka pc12ksan4n tugas penyidikan di 
bidang retribusi dacrah; 

g. mcnyuruh bcrhcn~ mebr.mg seseornng, meninggalk¥t ruangan·. atau tempat 
pada saat pemeri.ksanaan sedang berlangsung clan nit.~eriksa ,ider:ititas orang 
atm1 ciokumen yang ciibawa sebagaimana yang dimakst}~ huruf e ,,iyat ini; 

?a.raf: J 
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h. memotret seseorang yang berkaitan den.gm tindak pidanai di bidang retribusi 
Daerah; · • • · • 

1. memanggil orang untuk didengar keTirangannya dan diper:wa sebagai 
tcrsangka atau saksi; · 

J. menghentikan penyidikan; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelmcaran pcnyidikan tindak 

pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

BAB XVI 

KETE1'fl1JAN PENUTIJP 

Pasal 24 

Hal-hal ylilg belum diatur dalam Peuturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati 
sepanjang rnengenai pelaksanaannya. 

Pasal 15 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada t;mggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memcrintahkan Pengundangan 
Peraturan Da~rah ini dengan penempatannya <lalam Lemharan Daerah Kabupaten 
Karnnganyar. 

Karanganyar 
17 ;1uV\i 1002. 
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I 

PENJELASAN 

PERA TURAN.D.AERAH KABUP ATEN KARANGANYAR 

NOMOR ~ TAHUN 2002 

TENTANG 

RETRIBUSI TA..NDA DAFT AR PERUSAHAAN 

I. PENJELASAN Ul\:flJr,.,1 

Dalam ra:1.gka pelaksanaan Unchng-midang Noni.or 22 Tahun 199'9 

tent.1ng Pemerintahan Dae,rah clan Undang-undang Nomor 25. Talmn 1999 · 

teutang Perimbangan K:uangan Antara Pcmerintah Pnsat d.:n Daerah, mnb 

beban k¢uangar~ w1tu~ m~mbi,,yai ptHnbangun.u1 daerah semakin berat, sehi.ngga 

perln digali potcnsi rctribusi baru dan pengelolaan secara lcbih b1mlay~ guna dan 

berhasil guna. Da1.am pelaksanaan otonomi Daaah di waktu yang akan datang, 

: tidaklah mungkin Pemerintah Daerah selalu mengharapkan bantuan dana dari 

,. Pemeriritah yang cli!r1.mn\(;m 1mti1k p,)mbannunrm brtnn him.a kefanurnn p:isti 

1 alcan dikurangi. 

' 

, Olch karcrut itu salah satu sumbcr pcndapatan adalah Pendapatau Asli 

II. 

Daerah . yang pcrlu <ligali se~ara optimal <lan rasional. Langkah tersebut 

merupakan ctukungan yanr; sangat stategis dan pcnting <lalam memhfayai 

peny~Ienggaraan pemerintah clan pemhangunan di Kabupaten Karanganyar. 

Peningakatan pendap:1tan melalui Retrihmai TDP dilaksanak~n 

rneningkatkan kinerja. pemungu½ sistem or~anfoasi penyederhm:iaan pemungutan. 

Sehingga mer.dorong · wajib rctribusi mcmperolch pelayanm1 yang lebih baik. 

Besamya tarif retribusi su<lah diperh.itungkan untuk ticlak · memberztkan wiJib 

retribusi, ka.rena tujuan utama penetapan tz.rif retribu~i adalah asas legali'tas dan 

pemberian pek.yan,m prima 

PENJELASA~ PASAL DJ.l:l\U PASAL 

Pasal 1 Cukupje1as 

Pasa'l 2 Cu],a1p jelas 

Pasal 3 Cukupjelas 

Pasal 4 ('.ukup jelas 

~asal 5 Cukup jelas 

Pasal 6 C11kupjel.ts 



Pasal 7 Cukupjelas 

Pasal 8 
. ' . .. 

Cukupjelas 

Pasal 9 Culmpjelas 

Pa3al 10 Cukupjeias 

Pasal 11 Cukupjelas 

Pasal 12 Cukupjelas 

Pasal 13 Cukupjelas 

Pasal 14 Cukupjelas 

Pasal 1~ Cukupjelas 

Pasal 16 Cukupjelas 

Pasal 17 Cukupjelas 

Pasal 18 Cukupjelas 

Pasal 19 Cukupjelas 

Pasal 20 Cukupjelas 

Pasal 21 Cuk-up jelas 

Pasal 22 Cukupjelas 

Pasal 23 Cukupjelas 

Pasal 24 Cukupjclas 

Pasal 25 Cukup jelas. 


